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Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesia Menanggulangi Kejahatan Terorisme
Marthsian Yeksi Anakottal,* 1Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika
marthsiananakotta@ukdc.ac.id1 *Corespondence Author Abstrak Indonesia selama ini
menanggulangi kejahatan terorisme bertumpu pada model pendekatan bersifat lunak
dan keras. Pendekatan lunak dilaksanakan oleh BNPT RI bersama
kementerian/lembaga terkait serta melibatkan unsur masyarakat. Pendekatan keras
dilakukan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum, bersama TNI. Perkembangan
modus operandi kejahatan terorisme menuntut Indonesia dimasa depan untuk
merumuskan model pendekatan baru yang_didasarkan atas skala ancaman kejahatan
terorisme terhadap keamanan nasional. Model “pendekatan cerdas” berupa soft-
medium-hard dapat menjadi rujukan untuk batasan skala ancaman serta bentuk
penanggulangan seperti apa dan bagaimana untuk menanggulangi kejahatan
terorisme. Tulisan ini bertujuan mengetahui apa kebijakan kriminal Indonesia selama
ini dalam penanggulangan terorisme dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal
Indonesia menanggulangi terorisme di masa depan. Artikel ini berkesimpulan bahwa,
pertama,_selama ini Indonesia menggunakan kebijakan kriminal untuk
menanggulangi kejahatan terorisme dengan dua model pendekatan, yaitu: bersifat
lunak dan keras. Kedua, untuk masa depan, penanggulangan kejahatan terorisme
dengan kebijakan pidana idealnya menggunakan pendekatan cerdas yang_terdiri dari
tiga model yaitu soft-medium-hard. Pendekatan soft dilakukan oleh BNPT RI,
pendekatan medium oleh Polri-TNI, dan pendekatan hard oleh TNI- Polri. Kata kunci:
Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Terorisme, Pendekatan Cerdas Naskah dikirim:
17 Juni 2021|Direvisi: 1 November 2021 |Diterbitkan: 10 November 2021 Abstract
Indonesia, while tackling terrorism crimes, relies on a soft and hard approach. The
soft approach is carried out by BNPT RI together with related ministries/institutions
and involves the community. Polri took a tough approach in the context of law
enforcement, together with the military-TNI. The development of the modus operandi
of terrorism crimes demands that in the future Indonesia formulate a new approach
model based on crimes of terrorism against national security. The “smart approach”
model in the form of soft-medium-hard can be a reference for the limits of the scale
of the threat and what forms of countermeasures and how to tackle terrorism crimes.
This paper aims to see what Indonesia's criminal policies have been in countering
terrorism and analyze Indonesia's criminal policies in tackling terrorism in the future.
This article concludes that, first, Indonesia has been using the criminal policy to tackle
terrorism crimes using two approaches, namely: soft and hard. Second, for the
future, to tackling terrorism crimes with criminal policy ideally uses a smart approach
which consists of three models: soft - medium-hard. The soft approach was taken by
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BNPT RI, the medium approach by the Polri-TNI, and the hard approach by the TNI-
Polri. Keywords: Criminal Policy, Counter-Terrorism, Smart Approach Pendahuluan
Terorisme merupakan “extraordinary crime” yang memerlukan extraordinary
measures. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa terorisme ialah kejahatan luar
biasa, mulai dari motif, modus operandi, pendanaan, hingga struktur organisasi.1 Di
Indonesia, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kejahatan terorisme yaitu seperti
ideologis, sejarah, dan politis. Selain itu, pengaruh lingkungan strategis pun ikut
berperan dan berpenaruh dalam kejahatan terorisme, mulai dari tingkat global hingga
regional.2 Sejak Bom Bali I tahun 2002 hingga saat ini, Indonesia menanggulangi
kejahatan terorisme menggunakan dua model pendekatan, yaitu lunak dan keras.
Kedua model ini oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, disebut
“smart approach”, yang dilakukan melalui kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan
pendidikan kultural terhadap teroris. Melihat dari perspektif kebijakan kriminal, kedua
model ini digunakan dengan mengkombinasikan pendekatan penal dan non-penal.
Keduanya diwujudkan dalam pembangunan legal system yang terdiri dari legal
structure, legal substance, dan legal culture. Struktur hukum berupa pembentukan
badan dan/atau lembaga khusus yang bertugas menanggulangi kejahatan terorisme;
substansi hukum berupa perumusan aturan hukum pidana oleh lembaga legislatif dan
eksekutif; serta kultur hukum berupa strategi pembangunan kesadaran dan
pendidikan kepada masyarakat tentang kejatan terorisme serta semua aspek yang
berkaitan dengannya. Perkembangan kejahatan terorisme yang semakin kompleks
membuat Indonesia harus lebih kritis dalam mempersiapkan upaya
penanggulangannya. Terorisme bukan hanya sebuah 1 Safrudin, R. (2013).
Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme:
Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3,
Nomor 1. hal. 113-137. 2 Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi
Terorisme di Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, No. 1, 2016. Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta. hal. 35-57. kejahatan semata, melainkan lebih
dari itu merupakan suatu paham yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam
melakukan aksi-aksi teror dengan tujuan menimbulkan suasana takut dan tidak aman
di masyarakat. Selain itu, kejahatan terorisme bersifat random, karena dapat terjadi
dimana, kapan, oleh dan terhadap siapa saja. Selama ini Pemerintah Indonesia
menilai bahwa terorisme merupakan suatu tindak pidana (kejahatan), sehingga
menggunakan kebijakan kriminal melalui model pendekatan hukum untuk
menanggulanginya. Adapun kebijakan kriminal dapat dimaknai sebagai suatu upaya
yang dilakukan oleh masyarakat melalui cara-cara yang rasional untuk
menanggulangi kejahatan, termasuk terorisme. Sebelum hampir dua decade
berlakunya Unadng-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang_Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, akhirnya pada tahun 2018 lalu pemerintah merevisi tersebut
dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme. Perubahan ini ialah upaya pembaharuan substansi hukum sekaligus
menjadi salah satu cara yang rasional dari negara untuk menanggulangi kejahatan
terorisme. Salah satu hal baru dalam undang-undang tersebut ialah
diformulasikannya peran TNI untuk menanggulangi kejahatan terorisme, yang
kemudian dapat berpengaruh pada model pendekatan yang selama ini digunakan.
Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memperbaharui model pendekatan yang lebih
ideal dan komprehensif dalam menanggulangi kejahatan terorisme di kemudian hari.
Penelitian sebelumnya dengan tema penanggulangan kejahatan terorisme telah
banyak dilakukan, antara lain sebagai berikut: Pertama, pada tahun 2011,
Firmansyah dalam artikelnya berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia, menyatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan penegakan hukum dan
penegakan politik, penanggulangan kejahatan terorisme tidak hanya dilakukan
menggunakan pendekatan secara pre-emtif, preventif, dan represif; melainkan juga
memerlukan penanggulangan secara konseptual berupa aksi sosial.3 Kedua, Mengko
pada tahun 2017 dalam artikelnya tentang Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di
Indonesia, menyimpulkan bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu
memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan
kewenagan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru
akan menimbulkan berbagai persoalan 3 Fimansyah, H. (2011). Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum Volume
23, Nomor 2, Juni 2011. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. hal.
237-249. baru: kontraproduktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan
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profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam
resiko.4 Ketiga, penelitian oleh Praditya tahun 2016 tentang Optimalisasi Sinergitas
TNI-Polri dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, yang
menyatakan bahwa pemerintah harus mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi
kebijakan keamanannya, berupa penguatan sinergitas TNI-Polri; pemantapan
program deradikalisasi; dan perumusan UU Keamanan Nasional, serta pembentukan
Dewan Kemanan Nasional.5 Keempat, Arif yang menulis pada 2020 tentang On the
Role of the Indonesian Military in Counterterrorism, yang menyatakan bahwa,
pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme harus ditentukan waktunya kapan dan
bagaimana mekanismenya.6 Kelima, dalam penelitian bersama oleh Haripin, Anindya
& Priamarizki tahun 2020 tentang The Politics of Counter-Terrorism in Post-
Authoritarian States: Indonesia’s Experience, 1998-2018, menyatakan bahwa
Indonesia memberikan contoh kombinasi kebijakan peradilan pidana dan perang
militer dalam penanggulangan aksi teroris.7 Berdasar pada latar belakang di atas,
penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: pertama, apa kebijakan kriminal yang
selama ini digunakan oleh Indonesia dalam menanggulangi kejahatan terorisme?;
dan kedua, bagaimana kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi
kejahatana terorisme di masa depan? Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan
kebijakan kriminal Indonesia selama ini dalam menanggulangi kejahatan terorisme
dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi
kejahatan terorisme di masa depan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian
hukum-normatif, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku
atau diterapkan terhadap permasalahan kejahatan terorisme. Pendekatan yang
digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu: pendekatan perundang- undangan,
pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum ditelusuri dengan
teknik studi dokumen berupa data primer yang bersumber dari jurnal nasional, jurnal
4 Mengko, Diandra M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia.
Jurnal Penelitian Politik, 14 (2), Desember 2017. hal. 197-208. 5 Praditya, Y. (2016).
Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan
Terorisme di Indonesia. Jurnal Pertahanan April 2016, 6 (1), Universitas Pertahanan,
Jakarta. hal. 31-54. 6 Arief, Muhamad. (2020). On the Role of the Indonesian Military
in Counterterrorism. Thc Insight No. 17/14 May 2020. The Habibie Center. hal. 1-6. 7
Haripin, Muhamad., Anindya, Chaula Rininta & Priamarizki, Adhi. (2020). The Politics
of Counter- Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia’s Experience, 1998-
2018. Defence & Security Analysis. Rouledge: Taylor & Francis Group. hal. 1-25.
internasional, skripsi, tesis, dan disertasi; serta data sekunder yang bersumber dari
literatur dan artikel online. Semuadata dikumpul, diproses, dan disajikan dalam
analisis deskriptif-kualitatif. Pembahasan 1. Kebijakan Kriminal Menanggulangi
Kejahatan Terorisme Saat ini Terorisme saat ini merupakan suatu fenomena modern
dan telah menjadi perhatian berbagai organisasi nasional, internasional serta
berbagai negara di dunia.8 Fenomena tersebut dikategorikan sebagai sebuah
kejahatan luar biasa karena dianggap sebagai musuh bersama umat manusia “hostis
humanis generis®, yang tentu saja mengancam keamanan dan perdamaian dunia
serta menimbulkan dampak korban secara masif. Pada tahun 2018, Institute for
Economics & Peace menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa, pada tahun
2016- 2017 jumlah kematian akibat terorisme meningkat 27%, dimana tercatat pada
tahun 2017 angka kematian berjumlah 18.814 jiwa.9 Di Indonesia tercatat dari kurun
waktu 2010-2017 terjadi 130 kasus terorisme, 896 pelaku telah ditangkap dan
dijatuhi hukuman, 126 diantaranya dihukum mati, 674 sedang_dalam hukuman dan
96 pelaku bebas. Jumlah tersebut menunjukan bahwa, terorisme masih terus
menjadi masalah serius di Indonesia.10 Oleh karenanya, untuk menghadapi
perkembangan kejahatan terorisme, pemerintah Indonesia wajib mengambil langkah-
langkah yang startegis untuk menanggulanginya. Beberapa langkah strategis yang
telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini adalah dengan menggunakan
kebijakan kriminal untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terorisme.
Kebijakan kriminal diwujudkan melalui sarana penal dan non-penal. Sarana penal
menggunakan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan terorisme, sedangkan
sarana non-penal menggunakan upaya pencegahan. Sarana penal dapat juga disebut
kebijakan hukum pidana atau penegakan hukum yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu
sebagai berikut: 8 Fimansyah, H. Loc.cit. 9 Institute For Economics & Peace. (2018).
Global Terrorism Index 2018 - Measuring_the Impact of Terrorism. National
Consortium for the Study of Terrorism and Responses of Terrorism. Center Exellence
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of the U.S. Departement of Homeland Security. 10 ASEAN Study Center & Mission
Canada to ASEAN. (2018). Seminar Publik tentang Responses to Terrorism and
Transnational Crime in Southest Asia : Canada, Interpol, and Indonesia. Dalam
https://www.ui.ac.id/berita/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-
masa.html. Diakses pada 08 Mei 2019 1) Tahap Formulasi — Pada tahap ini
pemerintah menyusun dan melakukan perubahan- perubahan peraturan perundang-
undangan hukum pidana atau yang terkait. Hal ini dapat dilihat dengan
dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor RI 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme. Tahap ini dapat juga disebut sebagai proses pembentukan atau
pembaharuan substansi hukum dari sistem hukum; 2) Tahap Aplikasi — Tahap
aplikasi/ penerapan hukum pidana berkaitan dengan bagaimana struktur hukum
bekerja. Penerapan penanggulangan kejahatan terorisme dilakukan oleh
badan/lembaga khusus yang telah dibentuk dan diberikan tugas- wewenang oleh
negara untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Badan-badan tersebut antara lain:
Densus 88 AT Polri, BNPT RI, BIN, dan sub-sistem peradilan pidana lainnya
(Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas). Selain itu ada juga pelibatan TNI melalui
pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang. 3) Tahap Eksekusi - Merupakan pelaksaan
hukum pidana oleh seseorang telah dijatuhi pidana karena bersalah melakukan
kejahatan terorisme. Terpidana (napiter) akan segera menjalani pemidanaannya di
lembaga pemasyarakatan untuk kemudian mendapatkan pembinaan yang dimotori
oleh Lapas dan BNPT RI melalui program deradikalisasi yang bersifat soft approach.
Program deradikalisasi ini terdiri atas dua bagian yaitu: disengagement dan
deideologization. Selain menggunakan saran penal, kejahatan terorisme juga
ditanggulangi menggunakan sarana non-penal yang bersifat lunak (soft). Pendekatan
lunak dilakukan oleh Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT) RI melalui
program deradikalisasi. Dalam pelaksanaannya, program ini berada di bawah
tanggung jawab Deputi I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi.
Program ini dirancang untuk merekonstruksi pemahaman bersama yang bersifat
radikal. Hal pertama yang dilakukan melalui program ini ialah memberikan
pemahaman bahwa terorisme berawal dari adanya proses radikalisasi, sehingga
dibutuhkan upaya memutus proses tersebut melalui deradikalisasi. Melalui
deradikalisasi, penanggulangan terorisme akan lebih efektif.11 Penelitian bersama
yang dilakukan oleh Doosje dan kawan-kawan menyebutkan bahwa radikalisasi
adalah sebuah proses menjadikan seseoarang semakin termotivasi untuk 11
Khamdan, Muh. (2015). Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai
Penanganan Terorisme. Jurnal Addin, 9 (1), Februari 2015. Institut Agama Islam
Nasional (IAIN) Pekalongan. hal. 181-204. menggunakan cara-cara kekerasan
terhadap anggota kelompok luar atau target simbolik untuk mencapai perubahan
perilaku dan tujuan politik.12 Pada dasarnya, radikalisme merupakan suatu fanatisme
(pemutlakan) terhadap suatu keyakinan yang lain, sikap tidak mau kompromi dalam
mempertahankan keyakinannya, dan dengan keyakinannya itu melawan keyakinan
pihak-pihak lain. Dalam mempertahankan keyakinannya tersebut, pelaku biasanya
memilih bahasa dan perilaku kekerasan. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari
adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya
dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi maupun teologi. Dalam konteks Indonesia,
Suryani menilai bahwa radikalisme terjadi karena banyak kelompok masyarakat yang
gagal mengintegerasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralistis.13
Deradikalisasi berfungsi sebagai transformer terhadap seseorang yang memiliki
keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui pendekatan
multidisipliner dan interdisipliner, seperti agama,_sosial, budaya, dan sebagainya.
Sarasan deradikalisasi ialah orang dengan keyakinan dan ideologi yang radikal.
Tujuan deradikalisasi yaitu untuk membuat para teroris atau kelompok yang
melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari
aksi/kegiatan terorisme. Menurut BNPT RI, deradikalisasi memiliki tiga tujuan khusus,
yaitu: (1) membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan; (2)
membuat kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran; dan (3)
kaum radikalis dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam
membangun kahidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.14 Dibutuhkan
peran serta seluruh komponen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, termasuk
dari dunia pendidikan, sebab tanpa peran serta mereka, program deradikalisasi yang
dilaksanakan oleh BNPT RI tidak akan berjalan maksimal. Suryani menegaskan bahwa
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tanpa adanya upaya yang komprehensif, maka si pelaku radikalisme dapat bertindak
radikal lagi.15 12 Doosje, Bertjan., Moghaddam, Fathali M., Kruglanski, Ari W., de
Wolf, Arjan., Mann, Liesbeth & Fedde, Allard R. (2018). Terrorism, Radicalization, and
De-radicalization. Journal Curent Opinion in Psychology, 2016. hal. 79-84. 13 Suryani,
T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memehami Fundamentalisme
Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. Jurnal Keamanan Nasional, III (2),
November 2017. Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Jakarta. hal. 272-293.
14 BNPT RI, Op.cit. 15 Suryani, Loc.cit. 2. Kebijakan Kriminal Menanggulangi
Kejahatan Terorisme di Masa Depan Kejahatan terorisme di Indonesia seakan-akan
tak pernah bisa padam, meski telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Alih-
alih surut, kejahatan terorisme justru makin merebak dan berkembangl16 dengan
modus operandi baru. Kejahatan terorisme di Bundaran JI. M.H. Thamrin pada awal
tahun 2016; pengeboman tiga gereja yang dilakukan oleh satu keluarga (ayah, ibu,
dan anak) di Surabaya pada Mei 2018 lalu; rancana aksi terorisme (amaliyah)
terhadap anggota Polri saat Pemilu 2019; dan yang terakhir rencana pengeboman
pada saat pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum pada bulan Mei
2019. Dua kasus yang disebutkan terakhir berhasil dicegah oleh Densus 88 Antiteror
melalui prevention strike dan menangkap beberapa orang yang diduga merupakan
bagian dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di beberapa wilayah di Indonesia
selama bulan Mei 2019. Semakin bervariasinya modus operandi kejahatan terorisme
menuntut adanya suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pembaharuan itu
tidak terlepas dari politik hukum Indonesia. Fungsi daripada politik hukum yaitu
meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap ius constitutum agar
memenuhi kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum meneruskan arah
perkembangan tertib hukum dari “ius constitutum” yang bertumpu pada kerangka
landasan hukum terdahulu menuju pada penyusunan “ius constituendum”. Hal ini
sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief,17 yang menyatakan bahwa pada
hakekatnya pembaharuan hukum pidana mengandung_makna yakni suatu upaya
untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang_sesuai dengan nilai-
nilai sentral dalam masyarakat Indonesia yang_melandasi kebijakan sosial, kebijakan
kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Ketiga nilai yang dimaksud
ialah nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, sosio- kulutral. Terkait dengan
pembaharuan hukum pidana, kejahatan terorisme telah diformulasikan sebagai tindak
pidana khusus yang diatur dalam Rancangan KUHP Nasional. Kejahatan terorisme
dirumuskan dalam Bab XXXVIII Tindak Pidana Khusus-Bagian Kedua tentang Tindak
Pidana Terorisme Pasal 650-652 (RKUHP per 28 Juni 2018). Rumusan dalam RKUHP
tersebut hanya memuat secara umum (core crime) dan pokok-pokoknya saja, dan
selanjutnya 16 H. Saputra. (2013). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hal. 14. 17 Barda Nawawi
Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
akan diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus secara lebih detail. Selama
ini penanggulangan terorisme di Indonesia menggunakan dua dua model pendekatan,
yaitu: pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard approach). Pendekatan
lunak dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI melalui
program deradikalisasinya yang melibatkan semua komponen bangsa. Sedangkan
pendekatan keras dilakukan dengan cara penegakan hukum oleh Polri bersama
dengan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Lahirnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang_Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian baru dari
kebijakan kriminal yang diambil oleh pemerintah Indonesia dari sudut substansi
hukum terhadap penanganan terorisme. Implikasinya yaitu, TNI ikut terlibat dalam
penanganan terorisme. Hal dimaksud membuat model pendekatan semakin
bervariasi. Dengan upaya pembaharuan hukum pidana, maka dirasa perlu untuk
memberikan konsep baru dalam penanggulangan terorisme beradasarkan kebijakan
kriminal. Konsep dimaksud disebut dengan “Pendekatan Cerdas” atau smart approach
penanggulangann terorisme di Indonesia. Konsep ini menjelaskan tentang
skala/tingkatan penanganan terorisme di Indonesia. Konsep ini menjelaskan bahwa,
penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia untuk masa yang akan datang
idealnya terdiri dari tiga tahapan dengan tiga model pendekatan yang berbeda-beda.
Dimulai dari model pendekatan lunak, pendekata medium, dan pendekatan keras.
Beikur penjelasan dari ketiga tahapan tersebut dimaksud. a. Pendekatan Lunak (Soft
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Approach) Sifat pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pre-emptive dan
prevention aspects yang terdiri atas program kesiapsiagaan nasional, kontra-
radikalisasi, dan deradikalisasi. Di Indonesia ketiga program dimaksud dilaksanakan
oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)_yangbekerjasama dengan
berbagai pihak, seperti TNI/Polri, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama,
Kementerian Ekonomi Kesejahteraan Rakyat, Organisasi Masyarakat dan Lembaga
Pendidikan mulai dari yang terendah sampai pendidikan tinggi. Dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 menyebutkan bahwa, BNTP mempunyai
tugas sebagai berikut: (a) Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di
bidang penanggulangan terorisme;_(b) Menkoordinasikan instansi pemerintah terkait
dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulanagan
terorisme; (c) Melaksanakan kebijakan Satuan Tugas-Satuan Tugas yang_terdiri dari
unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas,_fungsi, dan
kewenangan masing-masing. Selanjutnya, dalam ayat (2) menyebutkan bahwa,
bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi,
penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Undang-Undang RI Nomor 5
Tahun 2018 memberikan BNPT tugas untuk melakukan penanggulangan
(pencegahan) terorisme melalui pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan nasional,
kontra- radikalisasi, dan deradikalisasi. Pertama, Kesiapsiagaan nasional merupakan
suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan terorisme. melalui
proses terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan, yang_dilakukan oleh
Pemerintah bersama dengan kementerian/ lembaga yang terkait urusan di bidang
penanggulangan terorisme. Upaya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat,
peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana,
pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal
terorisme..Maka dari itu, untuk dapat melaksanakan semua upaya di atas diperlukan
pula pembentukan substansi hukumnya, yaitu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada tahap ini pemerintah juga harus menggerakan pemuda untuk berperan aktif
agar mereka dapat memahami dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemuda
Indonesia yang peka dan memiliki tanggung jawab sosial untuk memecahkan
masalah-masalah kemasyaratakan, termasuk kejahatan terorisme.18 Kedua, Kontra-
Radikalisasi — Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan
bersama badan yang_menyelenggarakan urusan di bidang_penanggulangan terorisme.
Kontra-rasikalisasi menintikberatkan pada proses yang_terencana, terpadu,
sistematis,_dan berkesinambungan dilaksanakan terhadap orang_atau kelompok yang
rentan terkooptasi paham radikal terorisme, dengan maksud untuk menghentikan
penyebaran paham radikal terorisme. Memiliki kesamaan dengan 18 Marthsian Y.
Anakotta, Hari S. Disemadi, & Kholis Roisah. (2020). Masohi Militancy: Youth Effort to
Eradicate Radicalism and Terrorism. Jurnal Hukum Prasada, 7 (1), Maret 2020.
Pacasarjana-Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar. hal. 53-60.
program sebelumnya yaitu diperlukan aturan pelaksanaan dalam suatu Peraturan
Pemerintah. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada
masyarakat tentang_paham radikal, agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh
paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, dilakukan melalui
pencerahan terkait doktrin-doktrin menyimpang_yang menajarkan kekerasan,
sehingga mereka sadar bahwa kekerasan yang mereka lakukan adalah hal yang
keliru. Rehabilitasi memiliki 2 (dua)_makna,_yaitu pembinaan kemandirian dan
pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk melatih dan
membina para mantan napi terorisme mempersiapkan keterampilan dan keahlian,
agar saat mereka selesai menjalani masa pemidanaan, mereka dapat bekerja atau
bahkan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian dilakukan
melalui metode dialog bersama para napi terorisme agar pola pikir mereka dapat
diluruskan, serta memiliki pemikiran yang_komprehensif dan dapat menerima
perbedaan. Proses rehabilitasi sendiri dilakukan melalui kerjasama dengan penegak
hukum, lembaga-lembaga sosial kemasyaraktan, lembaga pendidikan baik formal dan
non formal mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Resosialisasi dan
Reintegrasi. Pendekatan ini membimbing_mereka (napi terorisme) dalam
bersosialisasi agar menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu juga, peran
Perguruan Tinggi sangat penting melalui kegiatan-kegiatan seperti public lecture,
workshop, serta aktif melakukan riset-riset untuk menghasilkan penemuan terbaru
dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia. Program deradikalisasi
menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh
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radikalis-teroris, kemudian menggantikannya dengan ideologi pancasila. Menurut
Saefudin Zuhri, terdapat enam tujuan dari program deradikalisasi, yaitu:19 (1)
Melakukan counter-terrorism; (2) Mencegah proses radikalisme; (3) Mencegah
provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama; (4) Mencegah
masyarakat dari indoktrinisasi radikalisme; (5) Meningkatkan pengetahun masyarakat
untuk menolak paham terorisme; dan (6) Memperkaya khazanah atas perbandingan
19 Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah
dan Loyalitas Nadlatul Ulama), (Jakarta: Daulat Press, 2017). paham. Untuk
mencapai kesemua tujuan di atas perlu dilaksanakan upaya deradikalisasi yang
komprehensif secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan semua
pihak terkaik, baik itu pemerintah maupun masyarakat dan pemuda Indonesia. b.
Pendekatan Medium (Medium Approach) Pendekatan ini bertumpu pada kebijakan
penegakan hukum (law enforcement policy). Disebutkan oleh Miller bahwa,
“traditional law enforcement approach attempted to address the terrorist threat to
state and civil security through a national security framework”.20 Pendapat demikian
melihat bagaimana pendekatan penegakan hukum berusaha untuk menanggulangi
ancaman teroris terhadap keamanan negara dan sipil melalui kerangka kerja
keamanan nasional. Kejahatan terorisme merupakan ancaman bagi keamanan
nasional sehingga selain penegakan hukum, diperlukan juga pembangunan sistem
hukum keamanan nasional yang dapat menunjang upaya penanggulangan kejahatan
terorisme dengan lebih komprehensif.21 Demi melindungi kemanan nasional dan
penduduk sipil maka pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan lunak dan
keras (terbatas) yang menghasilkan bentuk pendekatan medium, dimana Polri-
Densus 88 Antiteror melakukan penegakan hukum tehadap terorisme bersama
dengan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang-nya. Seperti diketahui bahwa,
penegakan hukum (law enforcement) diartikan sebagai gejala sosial
(kemasyarakatan), dimana penegakan hukum menjadi bagian dari kebijakan hukum
yang dapat dilakukan melalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada tahapan
formulasi peraturan perundang-undangan dibuat, tahap aplikasi dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum, serta tahap eksekusi berupa pelaksanaan hukum pidana oleh
aparat pelaksana pidana.22 Dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018
tentang_Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menugaskan 20 S. Miller, Terrorism
and Counter-Terrorism: Ethics and Liberal Democracy (Oxford: Blackwell Publishing,
2009). 21 Marthsian Yeksi Anakotta & Hari Sutra Disemadi. (2020). Melanjutkan
Pembangunan Sistem Keamanan Nasional dalam Kerangka Legal System
Penanggulangan Kejahatan Terorisme. Jurnal Keamanan Nasional, VI (1), Mei 2020.
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta. hal. 41-71. 22 H. Nuraeny, Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011). TNI untuk menanggulangi kejahatan terorisme, sejalan dengan
Pasal 43 I - Bagian Kedua dari Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan bahwa, ayat (1) Tugas Tentara
Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi
militer selain perang; ayat (2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara
Nasional Indonesia; ayat (3) Ketetentuan |ebih lanjut mengenai pelaksanaan
mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden. Diberikannya kewenangan kepada TNI tidak mengurangi konsep
dasar pendekatan medium yaitu penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini
TNI hanya melakukan penindakan berupa penangkapan dan penyerahan
terduga/terssangka teroris yang terjadi pada tempat-tempat beraspek darat, laut,
dan udara (kedirgantaraan), beserta penggunaan sumber daya laporan intelijen (BAIS
Angakatan Darat, dll) yang dimiliki terkait kejahatan terorisme. Tidak dapat dibantah
bahwa, terkadang kepolisian-Densus 88 Antiteror sebagai leading sector memiliki
keterbatasan sumber daya jika dihadapkan dengan kejahatan terorisme yang
beraspek darat, laut, ataupun udara (kedirgantaraan). Adanya operasi militer selain
perang dan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsussgab) TNI
yang terdiri dari gabungan pasukan khusus ketiga matra TNI dapat digunakan untuk
menindak tegas secara efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum yang
bertujuan menegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam prosesnya
penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dengan menggerakan sistem
penegakan hukum berupa sistem peradilan pidana.23 c. Pendekatan Keras (Hard
Approach) Penggunaan kekuatan militer (TNI) sebagai leading sector dapat digunakan
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ketika eskalasi ancaman kejahatan terorisme akan/sudah sangat membahayakan
kedaulatan (pertahanan dan kemanan) negara. Dasar hukum penggunaan kekuatan
23 Marthsian Yeksi Anakotta. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. Jurnal Belo, 6
(1), Agustus 2019-Januari 2020. Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura,
Ambon, hal 46-66 militer bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004
tentang_Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara. Secara historis, pelibatan TNI dalam penanggulangan
kejahatan terorisme telah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan.24 Konsep utama
pendekatan ini ialah pertahanan negara. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi
pemerintahan Negara Indonesia merupakan faktor yang sangat hakiki dalam
kehidupan bernegara, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia dan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap
bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan terorisme.25 Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang_Pertahanan Negara menyatakan bahwa,
“dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama
dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”. Dalam hal
ini, kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai ancaman militer. Dikategorikan
sebagai ancaman militer karena modus operandi kejahatan terorisme berupa aksi
teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan
kelompok radikal-terorisme di dalam negeri. Salah satu contohnya, kelompok teroris
internasional, Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang berhasil menguasai
beberapa wilayah/kota di Irak dan Suriah yang notabane merupakan negar-negara
berdaulat. Sama seperti halnya negara lain, Indonesia juga menemui tantangan
dalam mengungkap keberadaan jaringan teror dalam negaranya.26 Maka dari itu,
model pendekatan ini memberikan peran kepada TNI sebagai alat negara di bidang
pertahanan untuk melakukan operasi militer selain perang dalam rangka menjaga dan
mempertahanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Indonesia,
kekuatan militer juga digunakan oleh Amerika Serikat untuk menanggulangi
kejahatan terorisme. Dalam laporan National Strategy for Countering- 24 M. Rifana
Riskaputri. (2019). Pelibatan Militer dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di
Indonesia. Journal of Terrorism Studies, 1 (1), Mei 2019. Terrorism Studies, School of
Strateguc and Global Studies Universitas Indoensia. hal. 61-74. 25 Budiono. (2006).
Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Militer di
Indonesia. (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang. hal. 1 26 Debora S. Lindawaty. (2016). Upaya
Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional. Jurnal
Politica, 7 (1), Mei 2016. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. hal. 25-47. Terrorism
(NSCT) of the United States of America27 yang dirilis oleh White House pada bulan
Oktober 2018, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa pada
intinya, Amerika Serikat akan merevitalisasi kekuatan militernya dan menggunakan
semua kekuatan yang dimilki untuk memerangi teroris, baik di dalam maupun luar
negeri, termasuk di setia wilayah perbatasan negara. Hal tersebut diwujudkan dalam
usaha kontraterorisme melalui serangkaian operasi militer dan pelatihan yang
dilaksanakan di beberapa wilayah.28 Seperti di Irak dan Suriah untuk menumpas
ISIS. Tahap akhir operasi untuk membebaskan daerah Hajin dimulai pada September
2018 dan berhasil dibebaskan dari ISIS pada pertengahan Desember 2018.29 Ekses
kekalahan teroris Global ISIS telah berdampak pada terjadinya pergeseran pola
pergerakan terorisme global yang membuat pejuang ISIS kocar-kacir dan berusaha
keluar dari Central of Gravity (COG) di Ira dan Suriah. Selanjutnya, mereka akan
mencari medan baru untuk menegakan Ideologi dan cita- cita mereka.30 Filipina
(Marawi) pada tahun 2017 menjadi bukti nyata dari dampak “pergeseran gerakan
terorisme” dimaksud. Filipina menggunakan kekuatan militer untuk menanggulangi
kejahatan terorisme di Kota Marawi. Perlu diketahui bahwa, meskipun ISIS telah
kehilangan wilayahnya di Irak dan Suriah serta tewasnya beberapa pemimpin penting
seperti Abu Muhammad al-Adnani -arsitek serangan teror sekaligus aktor penting di
balik propaganda ISIS selama ini - tidak menuntup kemungkinan terjadinya serangan
terorisme lagi di negara-negara di kawasan ASEAN. Hassan, Analis senior di Tahrir
Institute for Middle East Policy di Washington D.C., menyatakan bahwa ISIS telah
menjadi organisasi internasional, karena itu, kemampuan untuk membangun kembali
kekuatan 27 The Report of National Strategy for Counterting-Terrorism of the United
States of America. (2018). The White House. Washington D.C. 28 Nabila Ayu. S.
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Santoso. (2019). Analisis Perbedaan Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat
terhadap Kelompok Teroris ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) dan Boko Haram
Tahun 2014-2016. Journal of International Relations, 5 (1), 2019. Departemen
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,
Semarang. hal 224-253. 29 H. Hassan. (2019). A Hollow Victory Over the Islamic
State in Syria ? The High Risk of Jihadi Revival in Deir ez-Zor’s Euphrates River Valley.
Journal of U.S. Military Academy - Combating Terrorism Center at West Point,
February 2019 - 12 (2). West Point, New York. hal. 1-21. 30 H. Hamidin. (2018).
Menelisik ISIS di Marawi : Sudah Tuntaskan Terorisme di ASEAN?. Dalam
https://damailahindonesiaku.com/menelisik-isis-marawi-sudah-tuntaskah-terorisme-
di-asean.html. Diakses pada 18 Mei 2021. dan kepemimpinanya tetap ada.31 Dalam
konteks potensi kebangkitan kembali kelompok ISIS, khususnya di kawasan ASEAN
perlu mendapat perhatian lebih karena kawasan ini telah lama dikenal sebagai basis
gerakan teroris maupun kelompok militan Islam radikal seperti Jamaah Islamiyah (JI)
dan al-Qaedah. Terakhir, ISIS juga telah mendeklarasikan jaringan sayap lokal dari
ASEAN yang dikenal dengan nama ‘Katibah Nusantara.’32 Maka dari itu, sebagai
negara ASEAN dan punya track record terjadinya kejahatan terorisme, Indonesia
harus terus waspada dan siap untuk menggunakan pendekatan keras dengan
kekuatan mliter jika kejahatan terorisme telah mengancam atau membahayakan
keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASEAN sebagai
organisasi internasional pun telah menyatakan peran melawan terorisme. Hal
dimaksud tertuang dalam Deklarasi KTT ASEAN yang diselenggarakan di Brunei
Darussalam pada tanggal 5-6 November 2002.33 Hal ini sejalan dengan pendapat
Romli Atmasasmita bahwa, terdapat tiga pertimbangan mendasar dalam menghadapi
ancaman terorisme, yaitu: 1) Ancaman masa kini tidak mengenal borderless state; 2)
Tidak ada satupun negara, sekuat apapun, dapat sendiri bertahan terhadap ancaman
terorisme; dan 3) Tidak dapat diprediksi dan diyakini bahwa setiap negara akan selalu
mampu bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi rakyatnya
tanpa bersentuhan dengan negara tetangganya.34 Namun konsep pendekatan militer
menggunakan TNI sebagai kekuatan utama merupakan the last resort untuk
mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI dikarenakan pelibatan TNI sebagai
komponen utama merupakan hasil kebijakan pemerintah (Presiden) sebagai panglima
tertinggi angkatan perang. Penggunaan militer untuk menanggulangi kejahatan
terorisme dan karena berada yang langsung di bawah komando Presiden, maka
ditegaskan dengan menerbitkan 31 B. Hubbard & E. Schmitt. (2017). ISIS : Despite
Heavy Losses, Still Inspiring Global Attacks. The New York Times. Dalam
https://www.nytimes.com/2017/07/08/world/middleeast/isis-Suriah-irag.html.
Diakses pada 19 Mei 2021. 32 K. Amin. (2018). ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman
dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS.
Jurnal Hubungan Internasional, 6 (2), Oktober 2017-Maret 2018. Universitas
Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda. Him. 221-234. 33 Denny Puspitasari,
Sunny U. Firdaus, & Agus. Rianto. (2018). Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme
Perspektif Pertahanan Keamanan Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,
6 (2), Juli- Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
hal. 73-92. 34 Romli Atmasasmita. (2016). Analisis Undang-Undang_Nomor 15 Tahun
2003 Tentang_Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pergeseran Pendekatan
Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif. Makalah disampaikan pada Seminar tentang
Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Sekolah
Tinggu Hukum Militer "AHM-PTHM”, Jakarta. Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor
42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2010 Tentang_Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Penegasan tersebut
diwujudkan dengan membentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI
sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (d) angka ke-24 tentang
Komando Operasi Khusus TNI. Dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, Komando
ini diberi tugas melaksanakan operasi khusus (Opsus) dan kegiatan lainnya guna
mendukung pelaksanaan operasi khusus dengan kecepatan dan keberhasilan tinggi
guna menyelamatkan kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti Koopssus dapat dengan cepat dan
tingkat keberhasilan tinggi untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang
mengancam atau mengganggu kepentingan nasional Indonesia di mana saja.
Terorisme ialah kejahatan yang_bersifat internasional, merupakan kejahatan
terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib untuk meningkatkan
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kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.35 (Jaya, 2016). Untuk tujuan tersebut, diperlukan suatu pendekatan baru
dalam upaya penenaggulangannya, yaitu menggunakan pendekatan cerdas (smart
approach) dengan konsep gradasi warna. Konsep tersebut menunjukan bahwa
eskalasi ancaman kejahatan terorisme menentukan model pendekan dengan sifat
tertentu yang cocok untuk diterapkan dalam menanggulangi kejahatan terorisme.
Penutup Berdasarakan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis
berkesimpulan bahwa, selama ini kebijakan kriminal yang digunakan oleh Negara
Indonesia untuk menanggulangi kejahatan terorisme menggunakan dua model yaitu
soft approach dan hard approach. soft approach dilakukan oleh BNPT RI bersama
dengan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya pre-emptif dan
preventif. Sedangkan, hard approach dengan tindakan represif dalam rangka
penegakan hukum oleh Kepolisian bersama dengan TNI. Semakin kompelksnya
kejahatan terorisme menuntut Negara Indonesia untuk memperbaharui model
pendekatan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Penggunaan kebijakan
kriminal untuk menanggulangi kejahatan terorisme dengan mendasari pada konsep
gradasi warna menjelaskan bahwa, upaya- 35 Nyoman Serikat. P. Jaya, Hukum
Pidana Khusus. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016). upaya
yang dilakukan oleh Negara Indonesia harus bertahap dan disesuaikan dengan
eskalasi ancaman kejahatan terorisme. Maka dari itu, penanggulangan kejahatan
terorisme di masa depan harus dilakukan dengan mengamati eskalasi ancaman
kejahatan terorisme yang terjadi, kemudian mengambil langkah- langkah strategis
menggunakan smart approach yang terdiri dari Pertama, soft approach melalui upaya
pre-emtif dan preventif oleh BNPT RI bersama dengan semua lembaga dan
masyarakat tentunya; Kedua, medium approach melalui penegakan hukum oleh
Kepolisian (Densus 88 AT) sebagai leading sector bersama dengan TNI melalui
pelakasanaan OMSP guna menangkap terduga atau tersanga, dan laporan intelijen;
Ketiga, hard approach menggunakan kekuatan militer (Koopssus TNI) sebagai leading
sector, yang dilakukan dengan OMSP untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang
membahayakan keutuhan dan kedaulatan (pertahanan- keamanan) NKRI Daftar
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Ahstrak

Indesesia selamas ini menanggulang kejahatan erorisme bertumpu pada model pendekatan
bersifat  lunak dan keras. Pendekatan  lunak o dilakssnmaksn  oleh BNPT RI - bersama
kementermanfembaga terkait serta melibatkan unsur masyarakat, Pendekatan keras dilakukan
oleh Polri dalam mangks pencgakan hukum, bersema T Perkembangan modos operandi
kejahatan terorisme menuniut Indonesia dimasa depan untuk meremuskan model pendekatan
baru yang didasarkan atas skala ancaman kejahatan teronsme terhadap keamanan nasional.
Model “pendekatan cendas” berupa sofi-medium-hand dapat menjodi rojukan ontuk batasan skala
ancaman serta bentuk penanggulangan seperti apn don bagaimanz untuk menanggulang
kejahatan terorisme, Tulisan i bertijean mengetahui apa kebijakan keiminal Indonesia selams
ini dalam penanggulangan frorisme dan menganalizis bagaimann kebijakan kriming! Indonesia
menanggulangi terodsme di masa depan. Artikel ini berkesimpulan bahwa, pertama, selama ini
Indonesia menggunakan kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan terorisme dengan
dua model pendekatan, yaitu: bersifal lunak dan keras, Kedua, oniuk masa  depan.
penanggulangan  kejahatan  eronsme  dengin  Kebipkan  pidana idealnva  menggunakan
pendekatan cerdas vang terdiri dari tiga model yai soft-medivm-hard. Pendekstan soft
dilakukan aleh BNPT BRI, pendekatan medium oleh Polri-THI, dan pendekatan hard akeh THI-
Polri.

Kata kunci: Kebijakan Krminal. Penanggulangan Terorisme, Pendekatan Cendis
Maskah dikirim: 17 Jum 202106 visi: | November 202 1 Diterbitkan: 10 November 202 1

Abstract

Tndoresia, while tackling servorism crimes, relies on o soft and fard approach. The soft approach
i corried ous by BNPT RI together with reloed wivisieiesfinsiiiutions and dmeilves fhe
cortmnity, Polri fook a tough approach in the cortext af faw enforcement, fogether with the
military=-TNE, The development of tee modys operamdl] of Terrorism crimes demonds that fn e
Siwewre Indonesia formulaie a rew approaach model based on crimes of ferroviam againss metiveal
seciriny, The “sorart approach ™ medel in the Jorm of sali-medinvmetard can Bea reference for
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e liits ol the scale of the theear and what Jorms of coumtermeasures and how o tackle
fevvorism crimes. This paper aims fo see whar fndonesia's criming! policies fuve been in
conritering tervovisrand analvze fndonesia’s crimingd podicies fn tocking ferrorism in the flture,
This article conciudes thar, firse, Indonesia has been using the criminal podicy to vackle terrorism
crimes wsing fwo approaches, nomelye soft and hord, Second, for the fwiere, o tackling lerrorian
crimes with criminagl pedicy ideally uses @ smort approach whick consists af three models: saft-
siediwm-fard, The soft approgck was taker by BNPT RE, the seediom aprproach by the Palei-TNI
and the hard apprivach by the TNI-Polri,

Keywords: Criminal Policy, Counter-Terrorsm, Smart Approach

Pendahuluan

Temrisme merupakan “exeegardinary crime ” vang memerlukan extraoradingry measures.
Romli Atmasazmita mengatakan bahwa teronsme walaly kepabatan lear biasa, mubai dan modif,
modies operandi, pendanain, hingga struktur organisass.' Di Indonesia, ada beberapa hal yang
berkaitan dengan kejahatan teronsme yaitu sepertl ideologis, sejarnh, dan polits. Sclain i,
pengaruh lingkungan strategis pun ikut berperan dan berpenarub dalam kejahatsn terorisme,
aulni abauti tngkat global hingga regional ” Sejak Bom Bali Trabun 2002 hingga saat ini, Indonesia
menanggulangi kejahatan teronsme mengounakan dus model pendekatan, yaitu lonak dan keras.
Kedua model ol olech mamtan Presiden Amenka Senkat, Bamack Obame, dischut *smeors
approach”, yang dilakukan melalui Kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan pendidikan
kultural terhndap teroris. Melihot dan perspektit kebijakan kriminal, kedoa model ini digunakan
dengan mengkombinasikan pendekatan penal dan non-penal. Kedoanyva drewjudkan datam
pembangunan legal svarerm vang terding darl feged sirvcneee, Tegold sebstance, dan legal cultire.,
Strukwr hukum bervpa  pembentokan badan  dandaian  lembaga khusus  vang  berugas
menanggulangi kejahatan terorisme: substansi hukum berupa perumosan awran bukum pidana
ofeh lembaga legis lanf dan eksekurif serta kulire hukim berupa strategi pembangunan kesadaran
dan pendidikan kepada masyarakat temang kejaran ieromsme serta semwa aspek yvang berkaitan
dengannya.

Perkembangan keahatan ferorisme yang semakin kompleks membuat Indonesia harus

lebah kritis dalam mempersmapkan upaya penanggulangannyi. Terorisme bukan hanva sebuah

" Safroding B, (20013), Penanggulangan Teroriame di Indonesia Melalui Peranganan Pendanoan Teronsme:
Sudi Kasus Al-Jameah Al-lslamiyzh (51). Jaracd Perichoomn Apeil 2003, Yelone 3, Namor L hal. 113 E37.

* Prosetyis, [ (20160, Simergi THNI-Palri dalam Demdikalizasi Teronisme di Indenesia. dormal Keamaman
Nassoel Vol 1, Mo, 0 308 Universitas Bhayvanghara Jakaria Rayo, Jokana. hal. 35-57
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kejohatan semata, melinkan lebibh dan e mempakan suam palsum vang  membenarkan
penggunain kekerasan dalam melakukan aksi-aksi teror dengan tjuan menimbalkon spasana
takut dan tidak aman di masyarakat. Selain i, kejahatan terorisme bersifat random, karena dapat
terjadi dimana, kKapan, oleh dan echadap siapa saja. Selama ini Pemerintah Indonesia menila
bahwa reronsme merspakan suat tindak padana (kejahaand, sehingga meng gunakan kebijakan
kriminal melaloi model pendekatan hukum untuk menanggulanginya. Adapun kebijakan
kriminal dapat dimakmai sebagai suato upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui cara-cara
yang rasional untuk menanggulang kejahatan, rermasuk ferorisme,

Sebelum hampir dus decode berlakunya Unadng-Undang RI Nomor [5 Tahun 2063
tentang Pemberantisan Tiyu.k Pidana Terorisme, akhirmya pada tshun 2008 falu pemerintzh
merevisi tersebut dengan Undang-Undang RI Momor 5 Tahun 2018 wentang Pemberintasan
Tindak Pidana Terorsme. Perubahan ini ialzh upaya pembaharsan substansi hukum sekaligus
menjadi salah sato cera yang rasional dari negara untuk menanggulangi kejahatan terorisme.
Salah sate hal barm dabiom undang-undang tersebut ialah diformulasikannya peran TNT untuk
menangeulangi kepalatan teromsme, vang kemuodian dapat berpengarah pada model pendekatan
yang sclama mi digumakan. (Meh karena i, dirasa perio untuk memperbahani - model
pendekatan vang lebih ideal dan komprehensif dalam menanggulang kephatan terorisme di
kemudian hari.

Penelittan schelummya dengan fema penanggulangan kejahatan teronsme telah banyak
dilakukan, antara Inin sehagai berikur: Pertorer, pada tahun 200 1, Firmansyvah dakam artikelnya
berjudul Penanggulangan Tindak Pidina Terorisme di Indonesia, menyatakan bahwa antuk dapat
mencapal tujuan penegakan hukum dan penegakan politik, penanggulangan kejahatan terorisme
tiduk hanya dilabukan menggunakan pendekatan secara pre-emuif, preventd, dan represif:
melainkan juga memerlukan penanggulangan secara konseptual berupa aksi sosial.” Kedua,
Mengko pada tahun 2017 dalam anikelnyas tentang Pelibatan TN dalam Kontra Terorisme di
Indonesia, menyimpulkan bahwa pelibatan THI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat
miendukung upava penanggulangan terovisme, Mamun memberikan kewenagan T vang setara
dengan Podri (dalam menangani aksi terorisme} justru akan menimbulkan berbagai persoalan

8
' Fimansyah, H, (20015 Upsya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dl Indonesia. Swmal Mirdar
Hivkuir Vatwrme 23, Nosnor 2, famd 2001, Fakalns Hokom Universitas Gopah Mada, Yogyakora, hal. 237-240,
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barw; kontraproduktil terhadap upayva kontra-teronsme dan pembangunan profesionalisme
militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.?

Ketiga, penelitian oleh Praditya tahun 2016 tentang Optimalizasi Sinergitas THI-Polri
dalam Menghadapi Ancoman Badikalisme dan Terorisme di Indonesia, yang menvatakan bahwa
pemerintah harus mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi kebijakan keamanannya, berups
penguatan sinergitas THI-Polri; pemantapan program  deradikalisasi; dan perumusan UL
Keamanman Masional, serta pembentukan Dewan Kemanan MNasional,® Kecmpot, Anf yimg
menulis pada 2020 entang On the Bode of the fodfopesion Military In Counteterrorism, yang
menyatakan bahwa, pelibatan TR dalam menznggulangi terorisme harus ditentukan waktunys
kipan dan bagaimana mekanismenva,” Kelfmo, dalam penelitian bersama oleh Hanpin, Anindya
& Priamarizki tahon 2020 weatang The Polities of Cownter-Terrorism in Post-Awtharitorian
Stares: [ndonesia s Experience, (995-2i1/8, menystakan bahwa Indonesia memberikan contoh
kombinasi kebijakan persdilan pidens dan perang militer dalam penanggulangan aksi teroris.’

Berdasar pada later belakang di atas, penulis merimuskan dua permasalaln, yaitu:
perfamg,  apa ke.'l:lijﬂkmh krimmmal  vang  selama im0 digunakan  obeh  Indonesia dalam
menangoulangi kejahatan terorisme?; dan kedua, bagaimana kebijakan kriminal Indonesia dalam
menangaulangi I'ﬁj;uh:ﬂmm teromsme A masa depan? Penulisan  mi bertujuan  untuk
mendeskripsikan kebijakan kniminal Indonesia selama ini dalam menanggulangi kejahston
teronsme dan menganalisis bagaimana kebijakan krimmal Indonesia dalam menanggulangi
kejahatan erorisme di masa depan.

Tulizan im mengzunakan metode penelitian hukum-normatif, dengan cara menghkaji
peraturan perundang-undangan yvang berlaku atau diterapkan terhadap permasalahan kejahatan
terorisme. Pendekatan yang digonakan terdiri dari tiga jenis, yastu: pendekstan perundang-
undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual, Bahan hukum ditelusur dengan

teknik studi dokumen berupa dats primer yang bersumber dari jurnal nasional, jurnal

* Mengho, Diancdra ML G207y, Pelibotan THI dalem Kot Terorisme di Indonesia, Soraal Perelinar
Politik, T4{2), Devemiber 2017, hol 19728,

* Praditya, ¥, (20160, Cpiimalisasi Sinergitas THI-Polri dalam Menghadapi Ancoman Rodikalisme dan
Terorisme di Inchmesin. fiermal Perichenmn Apeid 2006, 6 (7 ), Universitas Pemabanan, Jakaria, hal. 3154,

¥ Aref, Muhamad. (20200 On the Role of the Indonesian Military in Counterterronsm. The festeie Neo
T Mgy 2N, The Habibie Center, hal. 1-6,

7 Huripin, Muhomad. . Anindya, Chaela Rinista & Prizmarizki, Adbi. (20205, The Politics of Counler
Terrurizm i Pest-Autharitaninn States: Indenesio’s Experience, 1998-2008. Defeace & Sevieniy Asialvds. Roledge:
Toylor & Francis Growp. hal, 1-23,
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internasienal, skripsi, tesis, dan diserass; serts data sekunder vang bersumber dan literatur dan
artikel online. Semuadats dikumpul, diproses. dan disajikan dalom analisis desknptif-kualitatif,

Pembahasan
I. Kebijakan Kriminal Menanggulangtl Kejahatan Terorisme Saat ind

Temmsme saat in merupakan suatu fenomena modemn dan telah menjadi perhatian
berbaza organisasi nasional, internasional serta berbagai negam di dunia.” Fenomena tersebut
dikategorikan sehaga sebuah kejahatan luar biasn Karena dianggap sebagai musuh bersams
umat manusia “hesis humanis peneriyt, yang tentu saja mengancam  keamanan dan
perdamaian dunia serta menimbulkan dampak korban secara masil, Pada tahun 2008, Instinee
for Ecencmcs & Prace menerbitkan laporan vang menyebuikan bahwa, pada tahun 201 6-
N7 jumlsh kematian akibat terorfsme meningkat 27% . dimana tercatat pada tahun 3017

gka kematisn berjumlah 18514 jiwa.” Di Indonesia tercatat dari kurun wakiu 2010-2017
tedadi 130 kasus teromsme, B%6 pelaku telah ditanpkap dan dijstubi hukuman, 126
diantaramya dibukum mati, 674 sedang dalaom hukwman dan %6 pelaku bebas. Jumiah tersehut
menunjukan hahwa, terorisme masih terus menjadi masalah serius di Indonesia." (leh
Karenanya, untuk menghadapn perkembangan kejahatan terorizme, pemerintah Indonesia
wajib mengambil langkah-lnngkah yang startegis imtuk menanggulanginya.

Beberspa langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemenntah Indonesia selamis ini
adalab dengan menggumakan kebijakan keiminal untuk melindungi masyarakat dan ancamsan
kejahstan terorisme, Kebsjakan krminal diweudkan melalu sarana penal dan son-penal,
Saremy penal menggunaken pepegakan hukum pidana terhadap kejahatan terorisme,
scdamgkan sarang non-penal menggunakan upays pencegahan, Sarano penal dapat juga
disebut kebijakan hukum pidana ataw penegakan lukum yang terdin dan tga tahagan, yasu
seharal berikut:

¥ Firmunsy{fl) 1. Laccir,

* Institute For Ecomomsics & Peoge. (2018), Global Terroriam Index 2018 — Messoring the Tmpact of
Termorism. National Conseetium for the Study of Termoeism and Bespomses of Terrorisn, Center Exellewoe of the
LS, Depariement of Homelind Secunty.

 ASEAM Seady Center & Mission Cunada to ASEAM. (218 Seminpor Poblik entang Besponses to
Terrorism and  Transnational Crime i Sowthest Asia 0 Canoda,  Intempol, and Indones<ia. Dalam
ig:m:;ﬁw.tx.m.:e.'..iul-bui1il-'.lmmﬂ-suulzl_rcn-Js:_r-.ﬁ_lJ.«'m-::n-jml;zm_wu:.l.ﬁ_i;muml.r-.mma.lmu- Diakses pada 0% Mei
2N
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17 Tahap Formmelasi — Pada tahap ini pemenntah menyusun dan melakukan perubahan-
perubzhan peraturan p:rundang-lmdunéan hukum pidana atan yang terkait. Hal ini
dapat dilihat dengan dikeluarkannys Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 2018
teniang Perubahan Az Undang-Undang Nomor RI 15 Tahun 2003 tentng
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Tabap i dapar juga disebut sebaga
proses pembentukan ati pembaharuan substansi hukum dari sistem hokuwm;

2) Tahap Aplikasi - Tahap aplikasi! peserapan hukum pidana berkaman dengan
bagaimana strukiur hukum bekena, Penerapan penanggulangan kejahatan teror sme
dilakukan oleh badan/flembaga khusus vang telah dibentuk dan diberikan tugas-
wewemng odeh negara untuk memmgealangi kefalatan terorisme, Badan-badan
tersebut antar [ain: Densus 88 AT Polri. BINPT RI, BIN, dan sub-sistem peradilan
pidena Ininnya (Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas). Selain i ada juge pelibatan
THI melabui pelaksinann Operasi Militer Selain Perang.

31 Tahap Eksekusi - Merupakan pelaksaan hukum pidana cleh seseorang telah
difatuhi padana karena bersalah melakokan kejahatan terorisme, Terpidana (napiter)
akan segera menjalan pomidanaanmya i kembags pemasyarakatan untuk kemudian
mendapatkan pembimaan vang dimator alel Lapas dan BNPT RI melalui program
deradikalizasi yang bersifat soff approach. Progsram demdikalisasi ini terdirl atas
dua bagian vaitu; disengagement dan deideciogizanion.

Selain menggunakan saran penal, Kejahatan feronsoe juga ditangeulang menggunmakan
sarana non-penal vang bersifar lupak (saff), Pendekatan lunak dilakukan aleh Badan Nasional
Penangulangan Teronsme (BNPT) Bl melalui program deradikalisasi, Dalam pelaksanaanmya,
program ini berada di bawah tanggung jawab Depots | BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan,
dan Deradikalisasi. Program ini dirancang uniuk merekonstruksi pemahaman bersama vang
bersitst radikal. Hal pertama yang dilakukan melalui program ini ialah memberikan pemabaman
bahwa terorisme berawal dari sdanya proses madikalisasi, sehingga dibustuhkan upaya memuotus
proses tersebut melalul deradikalisass, Melalul deradikalisasi, penanggulangan terorisme akan
lehih efektif. Penelitian bersama vang dilakukan oleh Doosje dan kawan-kawan menyebutkan

bahwa radikelisasi adalsh sebush proses menjodikan sessoamng semikin termotivasi untuk

Ehamdan, Maoh. (20055 Rethinking Dernfikalisas ! Konstraksi Bina Damal Penangonan Terorisme,
duraed Aoefian, ¢ 1), Febwmrn X005 Institor Agama Bslam Masional (LAIM) Pekalongan, hal, 1813504
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menggunakan care-cara Bekerasan terladap anggota kelampok luar atau target simbolik untok
mencapal perubahan perilaku dan tujuan politik.” Pada dasamya, radikalisme merspakan suatu
fanatisme (pemutlokan) terhadap suatn keyakinan yeng lain, sikap tidok man kompromi dalam
mempetzhankan kevakinannva, dan dengan kKevakinannyva it melawan kevakinan pilak-pihak
lain, Dalam mempenahankan kevakinannya tersebat, pelaky Biasanya memilih bahasi dan
perilaku kekerasan. Munculnya radikalisme tidak terepas dan adanya polansasi keberagamann
yang memmbulkan sentimen berwujod ant budava dan afsie sempic atas dokirin, idealogs
raupun feclog, Dalam konteks Indonesia, Survam menilm bahvwa redikalizme tecjadi karena
banyak kelompok masyvarakat yang gogal mengintegerasikan nilai-nilai nasionafisme yang
bertssis pluralisns,”

Dreradikalisasi berfungsi wh:ﬁi fromxfiermer terhadap seseorang yang memiliki kevakinan
atow idesdogi radikal menjads tidok radikal melalui pendelatan muhidizipliner dan interdisipliner,
seperti agama, sosial. budava. dan sebagainva. Samsan deradikalizasi jalah orang dengan
keyakinan dan ideclogs vang radikal, Tujuan deradikalisasi yaito wistuk membuat pata @eodns
atau kelompok yang melakokan kekermsan bersedia memngeal kan atan melepaskan din mereka
dari aksi‘kegiatan termonsme. Menurut BNFT R, deradikalisesi memiliki dga tujuan Khuses,
wait: {17 membamt para terons ma meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan; 420 mesibaar
kelompok radikal mendukung pemikiran vang moderat dan toleran: dan (31 kaum radikalis dan
terons dapat mendukung program-program nasional dalam membangun Kahidupan berbangsa
dan bemegara dalam bingkai NER1L" Dibutulikan peran serta seluruh komponen, mulai dan
pemerintah ngga masyarakat, teemasok dan duni pendidikan, sebab anpa peran serta mencka,
program deradikalisasi vang dilaksanskan oleh BMNPT BRI tidak akan berjalan maksimal. Suryani
mencgaskan bahwa tanpa sdanya opaya yang komprehensit, maka si pelaku radikalisme dapat
bertindak mdikal lagi."”

2 Dewepe, Bertjun., Moghaddam, Fathali M-, Kruglanski, Ao W, de Walf, Arjun., Mann, Liesheih 8
Fedde, Alland B, (2018, Vereorar, Badicalizear, and De-radierlizaion, Towmal Curent Opinion in Psyehalogy,
2016, hal. TE4.

b Suryani, T, {2017}, Teronsme din Deradikalisasi: Pengantar Memehami Fundamentalisme Ixlamm dan
Sarmtegl Pencegahen Aksi Teroriome, Al Kegsonm Mavdoasd, 07 (20, Mevesber 307, Polres Metro Bekasi
Kot Porlin Metro Joya, Rabairta. hal, 272-2935.

HBNPT RIL Ot cir,

 Saryami, Loc .ol
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2. Kebijakan Kriminal Menanggulangi Kejahatan Terorisme di Masa Depan

Kejahatan terorisme i Indonesia scakan-akan tak pemah biza psdam. meski telah
dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Alih-alih sumut, kejahatan terorisme justro makin
merebak dan berkembang'" dengan maodie opermedi baru, Kejahatan terorisme di Bundaran 1,
M.H. Thamrin pada awal tahun 2006 pengeboman tiga gerefa yang dilakukan oleh satu keluarga
{ayah. ibu, don anek ) di Surabaya pada Mei 2018 laly; rancana aksi terorsme {amafival) echadap
anggoty Polri saat Pemillo 2009, dan vang terakhir rencana pengeboman pada saal pengumunmsn
hasil rekapitulasi soara Pemiliban Umum pada bulan Mer 2009 Dua kasus yang disebutkan
terakhir berhasil dicegah oleh Densus 88 Antiteror melalui prevention sivike dan menangkap
beberaps orang vang diduga merupakan bagian dari jaringan Somacah Anshorae Doaedak (JAD ) di
beberapa wilavah di Indonesia selama bulan Mei 2019,

Semukin bervanasinys modis operanrai kejshatan teromsme menuntut adenyn suatu
pembaharean hukum pidana Indonesia. Pembahaman i tidak terlepas dan politik hukum
Indenesia, Fungsi danpada politik hukum yaitn o menelin . perubahan -perubalan yang pedu
dindakan terhadap fuy constntm agar memenuhi kebutohan bars dalam masvarakat, Paliik
hukum meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari s consinmim” yang bertumpu pada
kerangka landazan hukum terdabuly menujn pada penvusunan “fuy constitaendim™, Hal ini
Ej.nln.n dengan pendapat Barda MNawawi Ariet,” yang menyatakan  babwa pada hakekatnya
pembaharzan hukum pidana mengandung makna yvakni suatu upaya untu.anlﬂkuhm oFicntas
dan reformasi hukum pidana yang seswi dengan nilai-nilai sentral dalam masyarakatl Indonesia
yang melandass kebijakan sosial, kebigpkan keiminal, dan kebijakan penegakan hokum i
Indomesia. Ketiga nilai yang dimaksod alah nilai-nilan sosio-pelitik, sosio-filosolis, sosio-
kulutral.

Terkait dengan pembalaroan hukum pidana, kejahatan terorisme telah diftrmulasikan
sebagal tindak pidana Khusus yang diatur dalam Rencangan KUHP Nasional, Kejahatan
terorisme dimomuskan dalam Bab XXXV Tindak Pidana Khusus-Bagian Kedun tentang
Tindak Pidana Terorisme Pasal 630-632 (RKUHP per 28 Jum 20181, Romuosan dalam REUHP

tersebul hanya memuat secara umum (core orime) dan pokok-pokoknya saja, dan selanjutnya

" H. Saputre. (03 Kebdpokon Mickain Padara dalin Measigpikongy Tivdak Pldawa Peadinran
Termriawe. (Tesis tdak dipeblikasikan). Program SOedi Magister Dme Flokum Undversitas Diponegom. Semonng.
hl, 14

" Banda Nowawi Anef, Bwga Rrmpal Keliiokar Hubws Pdeae, (Bandong: Citra Aditvn Baki, 20025,
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akan diater dalam wsdang-undang hukum pidana khosus secara bebih detail, Selama ini
penanggulangan terorisme di - Indonesia menggunakan doua dua model pendefggian, yait:
pendekatan lunak {soft approach) don keras (hard approach). Pendekatan lunak dilak=anakan
oleh Badan Masional Penanggulangan Terorisme (BNPT) BRI melalui program demdikalisisinys
yang melibatkan semua kamponen bangsa, Sedangkan pendekatim kems dilakukan dengan cara
pencgakan hukum oleh Poln bersama dengan THWI melalui Operasi Militer Sclain Perang
(OMSP).

Lahienya Undang-Undang Nomor 5 Tahen X118 Tentang Perubahan Undang-Undang
Momor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberamasan Tindak Pidana Terorisme merupakan bagisn bar
dari kebajakan kamiml vang diambil cleh pemenmah Indonesia dan sudut substansi hukum
terhadap penangamn tercnsme, Implikasinva yaimu, TNID ikot terlibar dalam pesanganan
terorisme. Hal dimaksud membuat model pendekatan semakin bervarinsi. Dengan upaya
pembaharean hukum pidana, maks dirasa perdo untuk memberikan konsep baru dalam
penangeulangan terorisme beradasarkan kebijakan krminal, Konsep dimaksud disebut dengan
“Pendekatan Cerdas™ atau smeart approach penanggulangann terorizme di Indonesia, Konsep ini
menjelaskan tentang skala'tingkatan penanganan teromsme di Indonesia.

Komsep ini menjelaskan bahwa, penanggulangan kejahatan teporisme i Indoenesia untuk
mass yeng akan datang idealnya terdiri dari tiga tahapan dengan tige model pendekatan yeng
berbeda-beda. Dimuial dari model pendekatan lunak. pendekata mediom, dan pendekatan keras.
Beikur penjelasan dan ketiga tabapan tersebut dimaksaed.

a. Pendekatan Lunak (Soft A pprowch)

Stfat pendekatan ini mr.nitikha'mkan pada upaya pre-emypuive dan prevention
aspecty yang terdin stas program kesiapsingasn nasiomal. kmtrn-mdikulisaﬁ dan
deradikalisasi. D Indonesia ketiga program dimuk:ad dilaksanakan oleh Badan
Masional Penanggulangan Teronsme (BNPFT) yvang bekerjasama dengan berbagai
pihak, seperti TNLPolri, Lembags Pemasvarakstsn, Kementerion Agama,
Kememterian Ekonomi Kesejalteraan Rakyat, Organisasi Masyarakat dan Lembaga
Pendidikan mulai dan yang terendah sampai pendidikan tinggi. Dalam Pasal Zayat (1)
Feraturan Presiden Bl Nomor 46 Tahug 2000 menyebutkan balwa, BNTF mempunya
tugas sebagm berikut: fa) Menvusun belupakon, sfrategt, dan program nostonal o

bidung penanggulangan fevorisme ! (b1 Menkoordinasikan insfansi pemerinfal terti
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cetlorm peluksarmamt  dan .lnrl'-rrk‘rm-.’rl'% kebiakan of bidarg penanggilanazan
terarisme; () Melaksanakan kebijakon Satwan Tugas-Satwan Tugas vang terdivi dari
MRALr-unsur instansd pemerintal terkait seswai dengan wgas, fungsi, dan bewenangan
rsing-masing.  Selanjuinya, dalam  ayat (2} menvebutkan bahwa, bidang
penangeulangan  ferorsme  meliput  pencegaban, perlindungan,  deradikalisass,
penindakan, dan penyispan kesiapsiagaan nasional. Undang-Undang Bl Nomor 5
Tahun 2018 membenkan  BNPT  tugas umukaumlaknk,am penangzalangan
{pencegalian b leronsme melaln pelaksanzan kegiatan kesiapsiagaan nasional, Koatr -
radikalizasi, dan deradikalisasi.

Pertama, Kesiapsiagsan nasional merupakan suatu kmudia’ siap siaga uptuk
mengantizipasi fegadinya Kejahatan terovisme  melalus proses lerencana, ferpadu,
sistematis dan berkesinambungan, yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan
kementerian' lembaga yvang terkait urusan di bidang penang pulangan tecorisme. Upaya
dilakukan melalui pemberdayaan masyarakar, peningkatan kemampuan apasatur,
pedindungan dan pemngkatan sarana peasarana, pengembangan Kajian terarisme, serta
pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Maka dari iu. untuk dapat
melaksanakan semua ugya Ji atas diperlukan pula pembenukan substansi hukumnya,
vaitu diatur dengan Persturan Pemerintah. Pada tahap ini pemenntah juga hams
menggerakan pemuda untuk berperan aktsd agar mereka dapat memaham: dan mampu
melaksanakan tugasoys sebagai pemuda Indonesia vang peka dan memiliki anggung
jawak  sosial wmtok  memecabkan  masalah-masalah Kemasyaratakan, emmasuk
kejohatan terarisme. '

Kedua, Kontra-Radikalisasi — Program ini dilabsanakan oleh Pemernntoh dan
dikeordinasikan  bersama  badan  yang  menyelenggamakan  urusan dii bidang
penanggulangan terorisme. Kontra-resikalisasi menintikbertkan paa proses yang
terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan diloksznakan terhadap Eﬂng
atau kelompok vang rentan terkoopiasi paham radikal teronsme, dengan maksod wituk
menghentikan penyebaran paham radikal terofsme. Memiliki kesomaan dengan

" Mlarihsian Y. Anukatta, Har 5. Disemaidi, & Kholis Boissh. (20200, Masohi Militiecy: Youth Eflort o
Eradicate Radicalism and Terrorism , Sarsded Habion Prosod, 7001 Med 2020, Pocasargai-Magister Do Hukum
Ulniversigns Wormadewa, Denpasor. hol, 53-60,
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progeam sebelomnya yaiu dipedukan aturan pelaksaman dalam suate Peratuian
Fn:-mcaltuh.

Revdulssi adalah pensngkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada
&us}makm tentang paham eadikal, agar masyarakat dapat erhindar dan penganih
pathiam tersebut, Sedanghkan bagh narapidang teronsme. dilakukan melalui pencerabian
terkait doktrin-dokirin menyimpang yang menajarkan kekerasan, .rn:hi.Egu mercka
sadar bahwa kekerasan yang mereka lakukan sdalah hal vang keliro, Rehabilitasi
memiliki 2 (doad makna, yaitu pembinsan kemandirian dan pembinaan kepeibadian,
Pemhbinaan kemandirian ditujukan untuk melatih dan membing parn mantan napi
terocisme  mempersiapkan Keterampilan dan keshlian, agar sa: imereka  selesai
mengalang masa pemidanaan, mereka dapat bekerja atan bahkan membuks lapangan
pekerjaan.  Sedongkan pembinasn kepribadisn dllakukaé melalui metode dialog
bemsama paro napd terorisme agar pola pikir mercka dapat diluruskan, serta memiliki
pemikiran yang kemprehensif dan dapat menerma perbedaan, Proses rehabilitasi
sendirs dilakukon melalui Kerpsama dengan penegak hukum, lembaga-lembaga sosial
kemasyarzktan, lembaga pendidikan baik formal dan non formal muola dan nghkat
dasaurampui pendidikan tnggi,

Resosialisasi den Heintegrasi. Pendekatan ini membimbing mereka (napi
terorisme ) dalam bersosializnsi agar menyaiun kembali dengan masyarakat. Selam it
juga, peran Pergurean Tinggi sangat penting melalon Kegiatan-kegiatan seperti pafdic
fectre, workshop, serta aknf melakukan mset-riset untuk menghasilkan penemivan
terbars dalam rangka penangeulangan tecorisme di Indonesia. Program deradikalisas
menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang diamit olkch
radikalis-tercris, kemudian menggantikannya dengan ideologi pancasila, Menwrut
Sacfudin Zuhri. terdapat cnam tujoan dan program deradikalisasi. yasw:™ (1)
Melakukan cowmfer-ferrorism; (2) Mencegah proses madikalisme; (3) Mencegah
provekas:, penvebaran kebencian, permusulian antar wmat beragamia; (4) Mencegah
masyarakat dan indoktnnisasi radikalisme: (3) Meningkatkan pengetabun masyarakat
untuk menolek paham terorsme: don (6) Memperkaya khieanah ates perbandingan

" Sacfudin Zuhr, Dessibativast Teroarinme (Memimboag Peelevanan Mubammgedivak diel Lovaliras
Molln! Ltarmal, (Jakana: Daaolas Press, 20007),
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paham, Untuek mencapa kesemus wjwan Ji atas perlu dilaksanakan upayva
deradikalisesi yang komprehensil secara terencana, terpadue, dan berkesinambongan
dengan semua pihak terkaik, baik itu pemerintsh mavupun masyarakat dan pemuda
Indanesia,

b. Pendekatan Medium ( Wedinom Approach)

Pendekatan imi bertumpue pada kebijakan penegakan hukum {low enforcemens
fraficvl, Disebutkan oleh Miller babw, “fradivione! fow enforcesent opproach
aifemped 1o address the terrorist threat fo state and civil secnrity threwgh a national
securiny framework™ ™ Pendapat demikian melihat bagaimana pendekatan penegakan
hukum berusaha untek menanggulangi ancaman terons terhadap keamanan negam dan
sipil melalui kerangka kerjn keamanan nasional. Kejashatan temnsme merupakan
ancaman hagi keamanan nasional sehinges selain penegakan hukum, diperlukan juga
pembangunan sistem hukum kesmanan  nasional vang  dapat menenjang  upya
penanggulangan kejahatan teronsme dengan lebih komprehensif.™" Demi melindungi
kemanan nasional dan penduduk sipil maks pendekstan ini merupakan gabungan dan
pendekatan lunak dan keras (terbatas) vang menghasilkan bentuk pendekatan medium,
dimanz Poln-Densus 88 Antiteror melakukan penegakan hukum tehadap terorisme
bersama dengan THI melalui Operasi Militer Sefain Perang-nya. Seperti diketshui
bahwa, penegakan hukom  (lew erforcemessd duartikan sebagai gejakn sosial
tkemas yarakatan), dumnana penegakan hukum menadi bagian dan kebgjakan hskim
vang dapat dilakukan reelalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi,

Pada tahapan formulas permturan perundang-undangan dibuat, tahap aplikasi
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, serta @hap ekwkusi&mm pelaksanaan
hukum pidanag olch aparat peiakzam p:dzum.:: Dikeluarkannya Undang-Undang Kl
Momor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teronsme menugaskan

-8 Miller, Terrovism and Coivirer-Terrmian: Efvicr and Liberad Democracy (Onford: - Blackwell
Publishing, ZTH¥,

35 Aarthsian Yeksi Anakolta & 1ari Soatra Disemadi. (20240, Melanjutkan Pembangunan Sislem Keamanan
Masional dalam Keranpghks Legal System Penanggulangzan Kejohatan Terorksme. Saroel Eesam Mastaral, VI 1D,
Mei 2030 Undversitas Bhayangkara Jukann Raya, Jokanta_hal - 41-T1.

* H Mumaeny, Findak Mdwan Perdegingar Qg Kebdjabim Mikam Pl dar Peacegafamyg,
{dnkamn: Sinor Grafika, J0H 1)
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THKI untuk menanggulangi Ir.e._i.ah:&n terovisme, sejalan dengan Pasal 43 1 - Bagian
Kedua dari Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahon HK04 tentang Tentam MNasional
Indonesia, yang menyebutkan bahwa, ayat (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia
dalam mengatas aksi Teronsme meripakan tﬁgim: dari aperasi militer selain perang;
avat (20 Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dil aksanakain s:-sui'd:ngan tugas pobkok dan fungsi Tentara Masional Indonesia; ayat
(3) Ketetentuan lebsh Ganput mengenan pelaksanaan mengatass aksi (erorfisme
sebapaimana dimaksud pada ayar { 1) diatur dengan Peraturan Presiden,

Diberikannya kewenangan kepada TMI tdak mengurengi konsep daser
pendekatan medivm yaitue penegakan hukum, Oleh karena i, dalam hal ing TNT lanya
melakukan penindakan berupa penangkapan dan penverahan terdugafierssangka
terwis  vang terjodi  pada  tempat-tempat  beraspek darat, lamt, dan  wdara
(kedirgantaraan], beserta penggunsan sumber dava laporan intelijen (BAIS Angakstan
Draear, Iy vang dimmliki terkait kejahatan terorsme Tidak dapat dibamah bahwa,
terkadang  kepolisian-Densus B8 Antsteror  sebagai  feadling  sector memiliki
keterhatasan sumber daya jika dihadapkan dengan kejahatan terorisme yang beraspek
davrar, tur, stavpun udarn Ckedirgamtaraand, Adanva operasi militer s lain perang dan
pembemtukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsussgab) TH] vang terdiri
dan gabungan pasukan Ehusus ketigs matra TN dapat digunakan untuk menindak
tegas secara efeknl dan efisien dabiom rangka penegakan hukum yang berfujuan
menegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat, Dalam prosesnyva penegakan
hukum dilakukan oleh pemerintah dengan menggemkan sistem penegakan hukum
berupa sistem peradian pidana

¢. Pendekatan Keras (Hard Approach)
Penggunann kekustan militer {TH1) sebagni feading sector dapat digunakan
ketika eskalasi ancaman  kejahatan weronsme akanfsedah sangat membsahayakon

kedaulatan (pertahanan dan kemanan) negara. Dasar hukum penggunaan kekuatan

S parthsian Yeks Anakai (2008), Kebijokan Sistem Penegikan Hokum Terhadup Penangzolangan
Tinikak Pidann Terorisme Melolui Penclekatnn Integral. Saraed Beda, & (11 Agasties J000- Sarasd 2020, Jormal Bels
Fakulias Hukum Undversitas Panimarn., Ambon, ol 26-46
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miditer bersumber dan ndﬂng-Ll'ru:lang RI Momor 34 Tabun 2004 tentangz Tentar
HNasional Indonesia dan Undang-Undang BRI Momor 3 Tehon 2002 tentang Pertahanan
Megara. Secara historis, pelibatan TWI dalam penanggulzngan kejahatan terorisme
iﬂah dilakukan sefak maza awal kemerdekaan ™ Konsep utama pendekatan ind ialah
pertahanan negarn, Pertalanin negara schagai salah san fungsi pemerintahan Megara
Indonesia merupaken faktor yang sangat hakiki dalam Ehidupan bermegara., yait
menjamin kelangsungan hidup negara Tndonesia dan Keotuban wilayah Negam
Kesatnan Republik Indonesiz, serta keselamatan sepenap bangsa Indonesia dan
ancaman kejzhatan terorisme.™ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun
2002 tentang Pertahanan Negara menyvatakan bahwa, “dalim menghada ancaman
miliver menempotkor TN sebagad bompemen utome dengon diduking oleh komponen
cadangan dan tomponen pendutung”, Dalam hal ini, kejshatan temrisme depat
dikategorikan sebagal ancaman militer.

Dikmcgﬂrikﬂ sebapsn ancaman militer Karena mocfuy operondd kejahatan
terovisme berupa aksi teror bersenata aleh jaringan teronsme infernasional vang
bekerjusama dengan  kelompok radikal-terorisme di dalam negeri. Salah ssw
codntehnya, kelompok teroris intemasional, fsfame Sware dor frag and Svrig (1515 vang
berhasil mengussai beberapn wilayvah'kota di Imk denm Sunmah yang sotabame
mempakan negar-negara berdauvlat. Sama seperti halnya negara lain, Indonesia juga
menemei antangan dalom menpongkap keberadaan jaringan teror dalam oegaranya =
Maka dani i, model pendekatan i memberikan peran kepada TN sebagai alat
negara di bidang pertehanon uniuk melakokan operass militer seldin perang dalam
rangka menjoga dan memperizhanan kedaulatan Negen Kesatuan Bepublik Indonesia.
Selan Indonesia, kekuatan maliter juga digunmakan cleh Amerika Senkal untuk

menangeulangi kejahstan terorisme. Dalam laporan Naronal Strategy for Countering-

M. Bifann Riskaputri. (2019 Pelibaton Milider dalam Upaya Penungpulangan Terorisme & Indonesia .
degrmweal af Verpewisim Snelies, §oT 8 Med 2008 Temroniam Smidies, School of Sirmegue amd Global Smdics Universitas
Indoensia. hal. al-7d.

* Budivans, (2. Kebiivkar Siem Periongpungiewaban Pidara dolem Habwm Pidane Milier df
fniamesia, (Tesls tidak dipoblikasikon), Program Sadi Magister lma Hokum Universisas Eiponcgoro, Semimng

* Debora 5. Lindawaty. (2016). Upoya Peoanggulingan Terorisme & Indonesia o Melindungi
Keamnnan M osional. Sevad Paliciea, 7050 Med 3006 Dowan Perwaokilan Radova (PR BRI hal, 25-47
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Tervorism (NSCT) of the United States of America™ yang dirilis oleh White House
pada bulan Oktober 2018, Presiden Amerika Senkat. Demald Trump. menyatokan
bahwa pada intinya, Amenka Serikat akan merevitalisasi kekuatan militernya dan
mengeunakan semua kekuatan vang dimelki untuk memerang tecoris, ok di dalam
papen lnar negeri, tenmasuk di setia wiliyah perbatasan negars,

Hal tersebut diwwjudkan dalam wsaha kontrateronsme melalui serangkaian
operasi militer dan pelatihan yang dilaksanakan di beberapa wilayah * Seperti di Trak
dan Surizh untuk memnumpas [S15, Tahap akhir operasi uniuk membebaskan daensh
Hajin dimulai peda September 2018 dan berhssil dibehaskan den 1515 pada
perengahan Desember 20018, Ekses kekalahan terons Global 1S5 elah berdampak
pada eradinya pergeseran pola pergerakan terorisme global vang membuat pejuang
1515 kocar-kacir don berusaha keluar dar Cenrral of CGiraviry (COG) di Ira dan Suriah.
Selanjutnya, mereka akan mencari medan barg untuk menegakan [dealogi dan cits-
cita mereka, ™ Filipina {Marawi) pada tahun 2017 menjadi bukti nyata dari dampak
“pergeseran gerakan terorisme” dimaksud, Filipina menggunakan kekustan milicer
untuk menanggulangi kejahitan terovisme di Kota Marawi,

Perlio dikershui bahwsa, meskipun ES1S telah kehilangan wilavalmya di Irak dan Suriah serta
tewnsnya beberapa pemimpin penting seperti Abu Muhammad al-Adnani -arsitek serangan teror
sckaliges aktor penting i balik propaganda 1515 sclama ini - tidak menuntup kemungkinan
terjadinys serangan teronsme lagh i egara-negara di kawasan ASEAN, Hassan, Amalis senior
di Tahrar Frstitwie for Middle East Policy di Washington D0C, menyvatakan bahsea 1515 telah

menjadi organisasi intermesional, karena itu, kemampuan untuk membangun kembali kekueatan

1 Thee Repom of Nasional Swasegy for Counterting-Tenmarism of the Unised Stites of America. (2008 The
While Flouse. Washingiom [0

* Mabiln Avu. 5. Sameso, | 200%) Apalisis Perbedaan Kebijakan Konracrorisme Amerika Serikat
serhadnp Belompok Teroris ISIL §Islamic Saute of Trag and Levanty dben Boko Haram Tatun 201420006, dourad of
Fotermations! Beloions, 5 (1), 3009 Depariemen Huobungan Intermasional, Fakeltas lma Sesial dan Dma Palitk
Universizns Diponegone, Semarang, hol 224-253,

M. Hassan, (20191, A Hollow Victory Over the Islamic State in Syria ! The Fligh Bisk o Jhadi Revival
1 Deidr ez-Zor's Euphrates River Yalley. fowrae! of U5 Militery Acedeney - Combating Terrarirn Cenfer ar West
b, Fetypary 3000 - 12121, West Point, Mew Yark. bal. 1-21,

*OH. Humidin, (2008 Menefink I5IS of Marawi : Sudak Turiesiéan Terorivne of ASEAN?. Dalam
iﬂﬁgﬁ%MﬂuﬁMﬂ»ﬁﬂm|n-'.|1'=m|.=l.u~jh-.m'.~.-j_tm - sulaly- tupdu sk ah-ferenisme-di-asenn il Diakses padas 14
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dan kepemimpinanya tetap ada, ' Dalam konteks potensi kebangkitan kembali kelompok 1515,
khususmya di kawasan ASEAN perlu mendupat perhatian lebih karenn kawasan ini telah lama
dikennl sehagai basis gerakan terors maupun kelompok militan [slam radikal seperti Samamh
Islgmivah (1) dan al-Chaedah, Terakhir, ISIS juga elabh mendeklarasikan jaringan savap lokal
dari ASEAN vang dikenal dengan nama ‘Katibah Nusantara, ™ Maka dari {, sebagai negara
ASEAN dan punya track record terjadinya kejahatan teronsme, Indonesia hars ters wiaspada
dan -szap untuk menggunakan pendekatan keras dengan kekuatan mister jika kejahatan terorisme
telah mengancam atau membahayvakan keumshan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indomnesia.

ASEAN sebagzai organizasi intemasional pun telsh menyatakan peran medawan teroasme,
Hal dimaksud termwang dalam Deklarasi KTT ASEAN yang  diselenggaakan i Brunes
Darussalam pada tanggal 5-6 November 20027 Hal ini sejalan dengan pendapat Romli
Atmuasasmita bahwa, terdapat tiga pertimbangan mendasar dalam menghadapi ancaman
terorisme, yaitn: 1) Ancaman masa kim tidak mengenal forderless stare: 20 Tidak adis satupun
negara, sekual apapun. dapat sendiri bertahan terhadap ancaman teronsme; dan 3) Tadak dapat
diprediksi dan diyskini bahwa setiap negars akan selalu mampu bertekad umuk memenuhi
tanggung  jawabnya  dalam  melindung:  rkyatnya  tanps  bersentuban  dengan  negara
tetangganya. ™

Namun konscp pendekatan militer menggunakan TNI sebagai kekuatan utama merupakan
e fiss vesort untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan MKR1 dikarenakan pelibatan TN
sebaga kamponen wama merupakan hasil kebijakan pemerintah (Presiden) sebagm panglima
tertinggl angkatan perang. Penggunaan militer untuk menzngeulangi kejahatan terorisme dan
karena berada yang langsung di bawah komando Presiden, maka ditegaskan dengan menerbitkan

TR, Hubhard & E, Schamie, (2007 0585 - Dexpite Mewvy Lostes, Sull fnspiring Global Avacks. The Mew
Yook Times, Dalom fiaps:fwesw oy tiome s comy 2000 T8 worldd nuiddbeess Tsis-Surinl-iog il Diskees pacdo 19
Mei 2021

K. Amin, (2008, 1S5 Menuju Azio Tenggara: Ancaman dan Kerjo Soma Keomansn Eawmsan dalam
Menghadapi Peninglnian Ekspansi 1515, Surmal Hielyegan Bareemasionnd, & (21, Gfaober 200 7-Migrer 2008,
Liniversias Muhammixl iyah Kalimanian Timar, Semarincda. Fllm. 221-234.

" Denny Puspitasari, Sanny U, Fisdous, & Agus. Rlanto. (2018), Peran THI dalony Pember antasan
Terwisme Pergpektil Pertahunan Keamaman Megarn. Sermal Hekure dan Pembarpienen Ebaaeai, 6 (20, Jali
Lhesemizer a.l'n':!. Fukuliane Flukam Universilas Sebelas Maret, Surakaria. hal. 7352

M Rl Abmasasmita, (20163, Aralisls Dadamg-Uadoag Neser B5 Tahiva 2003 Tenumg Pesbermiasan
Timcdwk Pidunn Terorisme: Pergeseran Pendekotan Reakiif Kepede Peadekaran Proatef. Makaluh discampaikan
ik Seminar ienting Pemberdaysan Lembogn Megar dolem Peranganm Terofisme df Indonesia. Sekoluh Tingpu
Hukowm Militer “AHM-PTHM", Jakana
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F'ermn.wm'namsideu {Perpres) BRI Momor 42 Tahon 3019 tentang Perubaban Keduea atas Peraturan
Presiden Momor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Masional Indonesia.
Penegasan tersebut diwujudkan dengan membentuk Komando Operasi Khusis | Koopssus) THI
sehaganmana teruang dafam Pasal 12 ayac (1) huref (d) angka ke-24 tentang Komando Operass
Ehusus T, Dalam rangks memdukung wgas pokok TMI, Komande ini diben tugas
melaksanakan operasi khusus {Opsus) dan keglatan loinnya guna mendukung pelaksanaan
operast khesos dengan kecepatan dan keberhasilan tinggl guna menyelamatkan kepentingan
nsicnal, batk di dalam maupun & laar wilavah Negars Kesatuan Republik Indonesiz. Hal imi
berarti Koopssus dapat dengan cepat dan tingkat keberhasilan tinggi untuk menanggulang
kejahatan ferorisms yang mengancam atan mengganges kepentingan nasional Indosesia di mana
EER
Teromisme inloh kejnhatin yang bersifat imemasional, merspakan kejahatan terorgani=asi,
schingga pemerintah dan bangss Indonesia wajib untuk meningkatkan kewaspadaan dan
bekerjasama memelihar keumulan Negam Kesatuan Republik Indonesia, ™ (Taya, 20063, Untuk
tujuan tersebut, dipedukan swato pendekatan bare dalam wpave penenaggulangannya, vain
menggunzkan pendekstan cerdas (onart gpproack) dengan konsep gradasi warna. Konsep
tersebur menumjukan bahwa eskalasi ancaman kejahatan terorisme menentukan madel pendekan
dengan sifat terfentu yang cocok untuk diterapkan dalsm menanggulangi kejehatan erorsme.

Penutup

Berdasarakan hasil dan pembaliasan vang telah divraikan, penulis berkesimpuilan bahwa,
selama ini kebijakan kriminal vang digﬁlnkﬂ.ﬂ aleh Megara Indonesia untuk menangzulang:
kejahatan terorisme menggunakan dun model yaitn soft approach dan bard approach. soft
approch dilakukan cleh BNPFT BI bersama dengan lembaga-lembaga terkait uniuk melakukan
upaya-upaya pre-emptif dan preventif. Sedangkan, kard approach dengan tindakan represif
dalum rangke penegakan hukum oleh Kepolisian bersama dengan THI. Semakin kompelksnya
kejahatan teronsme menuntut Megara Indonesia untuk memperbahaml model pendekatan dalam
menangoulangi kejahatan teronsme. Penggunaan kebijpkan kriminal uniuk menangzulang:

kejahstan teromisme dengan mendasan pads konsep gradasi warna menjelaskan bahwa, upays-

M Wyiman Serikat, P, Jiya, ko Ploasg Biwsas, (Semarsng; Balan Penerbin Universiias Digenegon,
20eh,
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upava yang dilakukan oleh Negara Indonesia harus Bertahap dan disesuaikan dengan eskalasi
ancaman kejahatan terarisme.

Maka dar i, penanggulangan kejahatan terorsme di mosa depan haros dilokukan dengan
mengzamst eskalas) ancaman kejahatan erensme yang erjadi, kemudian mengambil langkah-
lanmgkah strategis menggunakan see approoct yang werdicl dari Pertamig, soft apprrooch melabui
upaya pre-smiif dan preventif oleh BNFT RI bersama dengan semua lembaga dan masyarakat
tentunya; Kedwa, meecdimm approach melalol penegakan hukum oleb Kepolisian (Denses 88 AT)
sehapai {eading secrer bersama dengan TINT melilu pelakasanaan OMSP guna menangkap
terduga atnu tersanga. dan laporan intelijen: Kefiga, hard approach mengounakan kekuatan
maliter (Koopssus TN sebagai feading secror. yang dilakukan dengan OMSP  uptuk

menanggulangi kejahatan werorisme yang membabayvakan keutuban dan kedaulstan {perahanan-
keamanan) MERI]
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